PUSAT PENGEAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN

PERSPEKTIF-Volume 2 No.2 Takun 1997, Edisi Juli

KECELAKAAN LALU LINTAS, ASURANSI
DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
(menurut U.U. No. 14 Tahun 1992)

OLEH :
Sonny Baksono”)

Penegakan hukum undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
beserta peraturan pelaksanannya hingga saat ini, lebih kurang 5 tahun
sejak diundangkannya masih belum optimal dilaksanakan. Kenyataan
ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan moral dari
masyarakat dan aparat pelaksananya, di samping itu belumlah cukup

memadal sarana dan prasarananya jalan serta proses sosialisasinya di tengah-tengah
masyarakal. Oleh karena itu, hingga saat ini undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan masih diberlakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan

masyarakat.
I. Latar Belakang

Pemberlakuan UULLAJ dan peraturan
pelaksanaannya memerlukan kesiapan mental
dan moral, baik masyarakat maupun petugas. Hal
ini terbukti dengan tertundanya pelaksanaan
UULLAJ selama satu tahun, sehingga baru pada
tanggal 17 September 1993 mulai diberlakukan.
Dengan demikian terdapat ketenluan-ketentuan
yang tercantum dalam UULLAJ diberlakukan
secara bertahap sesuai dengan perkembangan
masyarakat, seperti kewajiban asuransi
kendaraan, penggunaan sabuk keselamatan,
waljib uji kendaraan pribadi.

Pemerintah selaku pengmban amanat
pelaksana UULLAJ, telah berupaya semaksimal
mungkin untuk mengeluarkan berbagai
kebljaksanaan sebagal upaya agar UU Momor 14
Tahun 1992 tentang LLAJ dapat diaplikasikan di

*YPenulis adalsh Dosen Pembina Fakultas Hukum Universitas Wijaya
Kusuma Surabays, Direktur LLAJ

lapangan secara nyata. Perangkat pengaturan

tersebut, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993
tentang Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan,

3. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan.

4. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993
tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.

Darl keempat Peraturan Pemerintah tersebut,

hingga saat ini telah dikeluarkan 25 (dua puluh

lima) Keputusan Meteri sebagai tindak-lanjutnya.

Adapun dari UU No. 14 dan peraturan
pelaksanaannya yang berkaitan dengan
kecelakaan lalu lintas, asuransi dan angkutan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 s/d 48

UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan, adalah ;

Keecelakaan Lalu Lintas, Asuransi, dan Anghutan Jalan

11 SONNY BAKSONO



PUSAT PENGEAJIAN HUKUM DAN PEMBANCGUNAN PERSPEKTIF-Volume 2 Np.2 Tahun 1997, Edisi Suli

1. Peraturan Pemerintah MNo. 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 68
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dl Jalan dengan Kendaraan
Umum.

4, Keputusan Menteri Perhubungan No. 68
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang di Jalan.

5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 70
Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan
Penumpang dan Barang di Jalan;

6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 15
Tahun 1996 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM .68
tahun 1983 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Umum.

7. Keputusan Menteri Perhubungan No, 74
Tahun 1980 tentang Angkutan Peti Kemas di

Jalan,
8. Petunjuk teknis lainnya seperti Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Namun demikian banyak pihak yang

berpendapat bahwa pelaksanaan UULLAJ hingga
saat ini belum optimal. Realitas demikian dapat
didengar melalui berita, baik elektronik maupun
dalam mass media lain. Melihat fenomena yang
demikian pemerintah menyadari bahwa
keberhasilan pelaksanaan UULLAJ tidak bisa
tercipta dengan mudah dan dibebankan kepada
pemerintah saja, mengingat banyak variabel
yang mempengaruhinya yakni kebijaksanaan di
bidang LLAJ, pelaksana, penegak hukum, sarana
dan prasarana jalan, partisipasi masyarakat, dan
proses sosialisasi UULLAJ di tengah-lengah
masyarakat.

ll. Ketentuan Kecelakaan Lalu Lintas dan

Asuransi
A. Kecelakaan lalulintas (Ps. 27-31UULLAJ)
(Ps. 93-94 PP, 43)

Tabel 1. Kecelakaan lalu lintas
CIRICIA] merupakan peristiwa di jalan
URAIAN PELAYANAN FERSYARATAN yang tidak dapat disangka-
sangk i i i
1. Trayek AKAPY . Jadwal tetap. . Terdapal nama perusahaan g a dan tidak dISEHQE]E
Hm Batas : wimn capat. gan nmEr uF:LH kendaraan, melibatkan kendaraan dengan
Bgara. ; US umum, . Papan trayak. i .
; 1Earrnin.m typem.ﬁ.. . Jei}ls. &““‘&Ei.‘l‘% dilayani oo atau tanpa pemakail jalan lain,
. Fragzarana jalan 1 5 .
Bl Eﬁim%rmﬁaﬁ" Tir | mengakibatkan korban
Ry ALY “LINAS manusia atau kerugian harta
Jali diri dan kotak obal benda.
2. Trayek AKDP . Jadwal tetap. . Terdapal nama perusaha
. Pela ?;‘tan copallambat. gan nurl'.nur uF:ut kap:daman?“ | kTerdapat beberapa
. Mobil bus umum . Papan lrayek. ela [
. Sekurang-kurangnya . Jenis trayek yang dilayani P “l.l yang r‘nempfmg,ral
terminal type B. melekal pada badan yang ber- | keéwajiban dan tanggung jawab
. Prasarana |alan tuligkan "ANTAR KOTA DALAM | LR :
memenuhi f:;it}dlf'l_r:ljsl.*& X Jika terjadi kecelakaan, yakni
S— sotfti e holek nust 1. Kewajiban dan Tanggung
4 I‘ﬂlﬂ adasaan . Jadwal lalap.l'lldah. . Tan:inpﬂl nama perusabaan L
- Pelayanan fambal, | " dan nomar urut kandaraan Jawab Pengemudi
. il bus umu ] . Papan trayek. i i
- bse eleura ??m?um : "*".Lﬂﬁ?"“a‘é “bzi.?'“ yank Pengemudi yaitu orang
TG i a bar- i
_ pmgamﬁﬁlan E’EEEE Q,fi s oo g b yang mengemudi kendaraan
memanuhi = M
. Jati diri dan kotak obat atau orang yang langsung
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mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan
seperti instruklur pada sekolah mengemudi yang
berada di samping calon pengemudi pada wakiu
praktek pengemudi kendaraan bermotor di jalan,
Apabila terjadi kecelakaan, kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
pengemudi sebagai berikut :

a)

b)

c)

Menghentikan kendaraan dan menolong
korban kecelakaan.

Menclong korban yang memerlukan
perawatan harus diutamakan, namun
demikian kewajiban ini dapat ditinggalkan bila
keadaan memaksa, dapat membahayakan
keselamatan atau jiwa pengemudi kendaraan
bermotor, jika menghentikan kendaraannya.
Merupakan kecelakaan kepada Kepolisian.
Melapor kepada Kepolisian tersebut dalam
keadaan bagaimanapun tetap diwajibkan dan
tidak dapat ditinggalkan.

d

pengemudi untuk mengelakkan terjadinya
kecelakaan.

2) Disebabkan perilaku korban sendiri atau
pihak ketiga.

3) Disebabkan gerakan orang dan/atau
hewan walaupun telah diambil tindakan
pencegahan.

) Pengemudi bertanggung-jawab terhadap
kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas
lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan
itu yang diakibatkan oleh kendaran bermotor
yang dioperasikannya, namun apabila
kecelakaan tersebut terjadi di |uar
kemampuan, maka tanggung jawab tersebul
tidak dibebankan,

) Apabila kerban meningggal, pengemudi wajib
memberi bantuan kepada ahli waris korban
berupa biaya pengobatan danfatau biaya
pemakaman.

Pengemudi bertanggung jawab atas kerugian  f) Apabila korban cidera badan atau kesehatan,
yang diderita oleh penumpang dan/atau bantuan yang diberikan kepada korban berupa
pemilik barang atau pihak ke tiga, yang timbul biaya pengobatan. Bantuan tersebut atas
karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dasar kemanusiaan, di luar hak karban yang
d al a m Tabel 2. dilindungi oleh

mengemudikan

peraturan

kendaraan. TRAYEK TRAYEK TRAYEK TRAYEK perundang-
Apabila LTAMA CABANG RANTING LANGSLING undangan yang
« Jadwal tslap Jadwal tatap « Jadwal tidak tatap | - Jadwal lela .
kecelakaan | Aniar awasen X Kovssan pencs- . K*-:':P:‘ o e Ariar “3:55*" berlaku seperti
utama/uiama-pen- NQy pEmuximan iman ma ngan 1
tersebut gukunn G . Eengnn makbl . l:.‘;:rltml bushiPU El:ntl-.uh.un-;p'tI Asuransi
= Langan monl Us = ayanan tenis- = Langan mdi il
melibatkan 'I::lrus = Pelayanan terus- man:ms bus Kesehatan.
. |« Pelayanan terus- | menerus » Palayanan terus-
kendara_an el pheli )
Apabila 2. Kewajiban

kecelakaan

tersebut melibatkan lebih dari satu orang

pengemudi maka tanggung jawab terhadap

kerugian materi yang ditimbulkan ditanggung

secara bersama sama,

Tanggung jawab pengemudi tidak wajib

dipenuhi, jika .

1) Adanya peristiwa yang tidak dapat
dielakkan atau di luar kemampuan

a

dan Tanggung
Jawab Pemilik Kendaraan dan Pengusaha
Angkutan Umum.

) Berlanggung-jawab terhadap kerusakan jalan
dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang
merupakan bagian dari jalan itu yang di-
akibatkan oleh kendarannya, kecuali jika
kecelakaan tersebut terjadi karena kendaraan
menabrak yang tidak dapat dielakkan atau di
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Tabel 3.

CIRI-CIRI
PELAYANAN

URAIAN

PERSYARATAN

1. Taksi = Tidak berjalan,

« Mobil penumpang ber-
argometer

= Dari pintu ke pintu, wilayah
operasl lerbatas.

Tanda Taksi dan tulisan AC
dan nomor urut kendaraan.

= Logo dan nama perusahaan.

Lampu bahaya dan jati diri.
Radio komunikasi dan kotak
obat.

Biaya awal/tambahan.

Momaor urut taksi dan daftar tarif
Dapat dipasang reklame.

2.5ewa = Tidak berjadwal.

= Mobil penumpang dengan
tanda khusus.

= Dari pintu ke pintu, wilayah
operasi tak terbatas.

= Penyewaan tidak/dengan

pengemudi.

Dengan tanda nomor
kendaraan sewa.

Jali dirl pengemudi, bila
dengan pengemudi.

=« Khusus wisatawan.

= Ke atau dari daerah wisata,
« Dengan mobil bus.

» Tidak wajib ke terminal.

3. Pariwisata

Tulisan "PARIWISATA"
Eermanen pada kaca depan.
ogo perusahaan, nama dan
nomor urul kendaraan.
Tulisan “BUS PARIWISATA"

luar kemampuan.

b} Apabila korban meningggal, pemilik
kendaraan atau pengusaha angkutan umum
wajib memberi bantuan kepada ahli waris
korban berupa biaya pengobatan dan/atau
biaya pemakaman.

c) Apabila korban cidera badan atau kesehatan,
bantuan yang diberikan kepada korban berupa
biaya pengobatan. Bantuan tersebut atas
dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang
dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperti Asuransi
Kesehatan.

Korban kecelakaan dapat berupa korban
mati, korban luka berat, korban luka ringan dan
kerugian harta benda. Korban dikatakan mati jika
korban meninggal sebelum 30 hari darl terjadinya
kecelakaan, dan dikatakan luka berat jika terjadi

ringan.

cacad letap
atau anggota
badan hilang
tidak dapat
sembuh
kembali
selama-
lamanya atau
harus dirawat
dalam jangka
waktu lebih
30 hari sejak
terjadinya
kecelakaan.
Selain korban
mali dan luka
b erat
sebagaimana
di atas di-
klasifikasikan
sebagai luka

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
Apabila terjadi kecelakaan, keterangan
kejadian kecelakaan dicatat oleh Kepolisian,

meliputi :
1. Lokasi dan waktu;

2. Identitas dan kondisi pelakufkorban kecelakaan;
3. Identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat;
4. Kondisl jalan tempat kejadian kecelakaan,

5. Risalah kejadian kecelakaan.

Kecelakaan yang meng-akibatkan korban jiwa

ditindak-lanjuti

dengan penelitian vyang

dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
setelah terjadinya kecelakaan, oleh ;

1. Kepolisian;

2. Instansi yang bertanggung-jawab bidang
pembinaan LLAJ, yakni Ditien Hubdat/DLLAJ;
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3. Instansi yang Tabel 4,
bertanggung-
'awahb Pldang | o\is|  PERSYARATAN sEAreEl, R
pembinaan ANGKUTAN
jalan, yakni
Ditien Bina Lmum « Nama perusahaan « Prasarana |alan sasual. = Menaikkanimenurunkan barang tidak

] pada badan. « Tersedla tempat bongkar | mengganggu KMTIBCAR Lakin
Marga » Jati diri pangemud rruat « Ditutup dengan baik,
i .Eaﬂuyani dengan mobsl

Penelitian rang.

i Behan Plakat tanda khusus. Prasarana jalan sesual « Manaikkan/ma kan ba
dimaksudkan agar Pk ol Ao i = Praacan om0 l:ianp,aln anfmanurunkan barang
dapat mengetahui |bahaya | « Jati din pangemudi mual. « Harus diawasl seorang berkualifikasi,
sebab-sebab . ;gt::ngkawml,apﬂ"mm .E;Iuvanl dangan ﬁbll » Terikat dengan benar,

- . pan Lalin rang sesuai unluknya.
terjadinya [paansg Mama parusahaan Pragarana jalan « Persiapkan alat bongkar mual
k lak talui khusug ' pada badan. .w:uai. « Pada ternpat ya d?tltltaplcan.
ecelakaan melaiu « Jati dirl pangamudi. = Tarsadia tempal bongkar | « Dilkal dengan balk.
i i friva
hasil panelitlan. _E;h?ani quw&
i rang sesuai a.
guna HEpenh:gan « Palayanan capatlambat.
pen C €g E ol Pati « Mama perusahaan = Melalyi jaringan lintas peti| « Menggunakan forklifticrane
terjadinya |kemas pada badan i kemas. = Pada tempat yang ditentyukan
\ecalakar dengan = Jati diri pangemudi .::;:lemm lempat bonghar
E Dilayani o Iracior-
sebab yang sama di N el o Esmid Yorpeken!
kemudian hari. = Pelayanan lambat.
M enter i Alal « Mama Pemusahaan « Prasarana jalan « Diperswapkan forklit

yang bertanggung-

jawab di bidang LLAJ setelah berkoordinasi
dengan Kapolri dan Menteri yang bertanggung
jawab bidang pembinaan jalan akan mengatur
Sistem Informasi Kecelakaan yang berisi
penetapan bentuk dan tata cara pengisian formulir
kecelakaan dan pembuatan laporan kecelakaan
lalu lintas.

B. Asuransi Kecelakaan (Ps.32-33 UULLAJ)

1. Asuransi kendaraan dan pihak ketiga
Setiap kendaraan angkutan umum wajib
diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri
maupun terhadap kerugi an yang diderita pihak
ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan bagl masyarakat yang menderita
kerugian akibat dari kelalaian pengemudi dalam

mengemudikan kendaraan bermotor,

Ketentuan dalam UULLAJ hanya
mengatur mengenai kerugian harta benda yang
diderita oleh pihak ketiga, sedangkan kerugian
yang menyangkut jiwa atau kesehatan orang
diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana
Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban asuransi tersebut akan
diberlakukan secara bertahap sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah yang hingga saat
ini belum diterbitkan,

2. Asuransi Awak Kendaraan

Fengusaha angkutan umum wajib
mengasuransikan orang yang dipekerjakannya
sebagai awak kendaraan terhadap resiko
terjadinya kecelakaan. Awak kendaraan tersebut
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meliputi pengemudi dan kondektur untuk
kendaraan umum angkutan penumpang,
pengemudi dan pembantunya untuk kendaraan
umum angkutan barang.

Kewajiban mengasuransikan orang yang

Terdapat 2 (dua) jenis alat angkul yang
dapat digunakan untuk angkutan orang yakni
Mobil Bus dan Mobil Penumpang, meskipun
dalam keadaan tertentu dapat menggunakan
mobil barang yang telah memenuhi persyaratan

seba ga i-
Tabel 5. m an a
ketentuan
JENIS URUSAN DEPHUB PEMDA Tk. | PEMDA TE. Il y an g
1. Penetapan jaringan Penetapan = Penetapan » Penetapan berlaku.
trayek/wilayah jaringan trayek jarfn%an trayek jaringan trayek Pengangkut-
operasi AKAP ] AKD . yang berada dim St e
Panetapan Wil. |« Penetapan Wil. wil. kab./kodya 8
aperasi taksi operasi laksi = Penetapan dengan
yang melebihi yang wilayahnya wilayah operasi kendaraan
batas propinsi. melebihi wilayah taksi yg wilayah
Penetapan kodya dan tidak operasi berada umum dapat
jaringan lintas melebihi batas dalam wilayah dilayani
wilayah propinsi kab./kodya
dengan :
o o L m Trayek
2. Pemberian ijin Pemberian Fiiln » Pemberian ijin » Pemberian ijin tet d
trayekfoperasi trayek AKA trayek AKDP trayek angkutan elap d<an
Pemberian illm = Pemberian ijin pedesaan,. teratur,
ﬂpqmsi angkutan | operasi angkutan » Pemberian ijin s Tidak
pariwisata, sewa, | pariwisala, sewa, operasi taksi.
dan taksi yang dan taksi yang dalam
wilayah operasi- | wilayah operasi-
nya melabihi nya melebihi Hrayes.
batas propinsi. wilayah batas
Kodya dan lidak 1. Trayek
melebihi batas
wilayah propinsi. tetap dan
3. Pernbarian i vt h teratur
. Pemberian ijin emberian ijin usaha Pengangkut-

dipekerjakan sebagai

awak kendaraan

an orang

dalam trayek tetap dan teratur tersebut dilakukan

dimaksudkan karena dalam pengoperasian
kendaraan dihadapkan pada resiko yang tinggi
bagi dirinya maupun orang lain.

1. Ketentuan-ketentuan Angkutan Jalan
A. Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
(Ps. 36-38 UULLAJ)
(Ps. 2-21 PP. 41)
(KM. No. 68 Th. 93)
{KM. No. 15 Th. 96)

dalam Jaringan Trayek, terdiri dari trayek Antar
Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam
Propinsi {AKDP), trayek Kota, trayek Pedesaan
dan trayek Lintas Batas Negara, dengan ciri-ciri-
ciri dan persyaratan seperti yang lerlihat pada
tabel 1.

Sedangkan trayek Kota terdiri dari Trayek
Utama, Cabang, Ranting dan Langsung,
mempunyai ciri-cirl sebagaimana diperlihatkan
dalam tabel 2. Persyaratan trayek Kota sama

Kecelakaan Lafu Lintas, Asuransi, dan Anghutan Jalan
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seperti trayek lainnya, kecuali nama tulisan badan
BUS KOTA untuk Maobil Bus dan "ANGKUTAN
KOTA" untuk MPU serta diperbolehkannya
memasang reklame.

Pengemudi dalam pelayanan trayek tetap dan
teratur wajlb meng-gunakan seragam beridentitas
serta memakal kartu pengenal pegawai.

2. Tidak dalam trayek

Pengangkutan orang tidak dalam trayek
dilakukan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi
yang ditetapkan oleh yang berwenang sesuai
dengan ketentuan. Pengangkulan orang dapat
berupa pengangkutan dengan menggunakan
taksi, dengan cara sewa dan keperiuan pariwisata.

Masing-masing pelayanan peng-
angkutan dengan dengan menggunakan taksi,
cara sewa dan keperluan pariwisata tersebut
memiliki ciri-ciri pelayanan dan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

B. Angkutan Barang dengan Kendaraan
Bermotor (Ps. 39-40 UULLAJ)
{Ps. 13-17 PP. 41}
(KM. 69 Th. 1993)

Pengangkutan barang pada dasarnya
dilakukan dengan menggunakan mobil barang
yang terdiri dari :

m barang umum,
m bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas
dan alat berat,

Yang termasuk bahan berbahaya, yaitu
mudah meledak, gas atau pendinginan tertentu,
cairan mudah nyala, padat mudah nyala,
oksidator, peroksida organik, racun, bahan yang
mudah menular, radio aktif, korosif dan bahan
berbahaya lainnya. Sedangkan yang termasuk
barang khusus meliputi ; barang curah, barang
cair, barang vang menggunakan fasilitas

pendinginan, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup
serta barang khusus lainnya.

Dengan persyaratan tertentu angkutan
pengangkutan barang dapat menggunakan
sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus
dengan ketentuan jumlah barang yang dianghkut
tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Persyaratan, ciri-ciri pelayanan dan tata
cara pengangkutan, secara detail dapat
diperhatikan pada tabel 4.

C. Tarif {Ps. 42 UULLAJ)
(Ps. 43-50 PP. 41 Th. 83)
(KM. 70 Th. 1993)

Tarif dibedakan atas tarif untuk angkutan
orang dan angkutan barang, tarif angkutan orang
terdiri tarif angkutan dalam trayekj tetap dan
teratur serta angkutan tidak dalam trayek.

1. Tarif angkutan orang

Golongan tarif angkutan penumpang
dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari kelas
ekonomi dan non-ekonomi.

Pemerintah hanya mengendalikan tarif
ekonomi, baik untuk tarif dasar maupun untuk tarif
Jarak, sesuai dengan kewenangan yang telah
diatur dalam Keputusan menteri Perhubungan.

2. Tarif angkutan barang

Tarif angkutan barang ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa
dan penyedia jasa angkutan.

D. Perijinan/Kewenangan

Kewenangan pelaksanaan urusan dalam
bidang angkutan jalan antara daerah dan pusat,
dapat digambarkan seperti yang terlihat dalam
tabel 5.

Kecelakaar Lalu Lintas, Asuransi, dan Angkutan Jalan
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IV. Penutup mengenai Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi, dan

Angkutan di jalan serta berbagai upaya

Demikian secara ringkas telah pemerintah khususnya, Direktorat Jenderal Per-

digambarkan apa yang termuat di dalam Pasal hubungan darat selaku Departemen Teknis yang

27 sampai dengan Pasal 48 UU No. 14 Tahun bertanggung-jawab di bidang LLAJ dalam
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerapkan UULLAJ.

PO. RESTU

JI. Sumber Wuni 221 Lawang - Malang
Telp. (0341) 426489

Aman dan Vyaman Sampai Tajuan
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